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1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan agar
terciptanya otonomi daerah terhadap kemandirian keuangan suatu daerah.
Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat
kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan mendanai urusannya
sendiri seperti pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran
paradigma dari sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang
desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasan kepada daerah dalam
mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan
potensi wilayahnya. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan Pemerintah
Daerah dapat mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, sehingga
daerah semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah
Pusat.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam
membiayai sendiri urusan kegiatan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan
kepada masyarakat, diharapkan masing-masing daerah dapat memenuhi
kebutuhan daerahnya. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang terfokus
dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali
sumber keuangan sendiri keuangan anatara pemerintah pusat dan daerah, serta
antara provinsi, kabupaten dan kota.

Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah.
Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga akan

mentransfer Dana Perimbangan. Kemudian juga pemerintah daecrah mendapatkan



pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang berupa pendapatan hibah,
dana darurat dan pendapatan lainnya yang diterima secara sah sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal utama dalam mengukur
tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi umum, dana
alokasi khusus, dana bagi hasil, serta berbagai bentuk transfer lainnya dari
pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin
kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan
mandiri. (Oktaviani, 2016).

Namun pada kenyataannya sesungguhnya, kondisi yang diharapkan dalam
tingkat kemandirian keuangan daerah tidak sesuai faktanya. Keadaan tersebut
membuat daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang
diberikan pemerintah pusat. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI
Ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%.
Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%.
(detiknews, 2019)

Supandi selaku Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pembendaharaan
Provinsi Jambi mengungkapkan, Tingkat kemandirian keuangan daerah di
Provinsi Jambi, masih sangat rendah. Mayoritas daerah masih bergantung pada
Pemerintah Pusat. Hanya Pemerintah Provinsi Jambi yang kemandirian fiskalnya
tergolong bagus di atas 50 persen. Kemudian disusul Pemerintah Kota Jambi, dan
Pemerintah Kabupaten Bungo. Sementara untuk daerah-daerah lainnya masih
berada dibawah 10%. (tribunjambi, 2019).

Berikut adalah perbandingan data realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 11
Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel 1:


https://jambi.tribunnews.com/tag/keuangan

Tabel 1
Persentase Kontribusi PAD
Tahun 2018
Persentase
Total Pendapatan Realisali PAD
Kabupaten/Kota Kontribusi
Daerah (Rp) (Rp)
PAD

Kabupaten Batang Hari Rp 1.199.729.789.613 | Rp 98.808.531.271 8,23 %
Kabupaten Bungo Rp 1.261.739.448.135 | Rp  133.848.451.058 10,60 %
Kabupaten Kerinci Rp 1.202.472.474.154 | Rp 80.481.173.935 6,69 %
Kabupaten Merangin Rp 1.334.262.666.035 | Rp 89.304.559.027 6,69 %
Kabupaten Muaro Jambi Rp 1.319.276.321.829 | Rp 90.305.498.362 6,84 %
Kabupaten Sarolangun Rp 1.226.389.474.121 | Rp 118.828.593.871 9,68 %
Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Rp 1.383.043.412.834 | Rp 101.840.551.797 7,36 %
Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Rp 1.043.663.793.895 Rp 49.607.102.060 4,75 %
Kabupaten Tebo Rp 1.099.896.407.343 Rp 76.160.028.617 6,92 %
Kota Jambi Rp 1.624.877.312.712 | Rp 338.891.882.592 20,85 %
Kota Sungaipenuh Rp 727.122.042.033 | Rp 34.184.049.669 4,70 %

Sumber :Laporan Keuangan BPK RI (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa PAD setiap Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Kontribusi terbesar tahun
2018 yaitu Kota Jambi sebesar 20,85% atau sebesar Rp 338.891.882.592
sedangkan kontribusi terkecil dimiliki kota Sungaipenuh sebesar 4,70% atau
sebesar Rp 34.184.049.669. Dalam tabel 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa
kabupaten/kota Provinsi Jambi hanya Kota Jambi yang memiliki kontribusi
tertinggi hingga 20,85% yang disusul dengan Kabupaten Bungo 10,60%.
Kabupaten yang lainnya hanya berkisar dibawah 10%. Hal ini menjadikan
kabupaten/kota Provinsi Jambi memiliki

ketergantungan dengan

tinggi
Pemerintah Pusat.

Kontribusi PAD yang masih rendah di Kabupaten/kota Provinsi Jambi
menunjukkan daerah tersebut dapat dikatakan kurang mandiri. Oleh karena itu,

Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka mengurangi




kesenjangan pembiayaan fiskal antar daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan
dan potensi daerah.

Berikut adalah hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi, dijelaskan pada gambar 1 :

Gambar 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemkab/Pemkot Provinsi Jambi
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Sumber : Laporan Keuangan BPK RI (data diolah)

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2015-2018
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi masih belum menunjukkan kinerja
keuangan yang belum optimal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dapat
dilihat pada gambar 1 bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi
selama 4 tahun dari 2015-2018 mencapai 36,1% yang dimiliki Kota Jambi pada
tahun 2017. Sedangkan tingkat kemandirian yang terendah sebesar 4,19% oleh
Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 Tanjung
Jabung Timur Kembali mendapatkan rasio kemandirian terendah sebesar 4,75%
dari Kabupaten/Kota yang lain pada tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan
tersebut diketahui bahwa kemandirian keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
masih tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan

kontribusi PAD yang seharusnya dapat meningkatkan kemandirian keuangan



daerah tetapi pada kenyataannya Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masih memiliki
ketergantungan yang sangat tinggi pada Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan bahwa
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi masih belum mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi dalam memenuhi
kebutuhannya dengan dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan
Desentralisasi urusan pemerintahannya sendiri dengan asas otonomi. Dalam
menyelenggarakan desentralisasi, pemerintah daerah dibantu bantuan yang
bersumber dari pemerintah pusat untuk menciptakan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi suatu daerah yang selalu mengandalkan
dana bantuan dari pemerintah pusat merupakan daerah yang dikategorikan belum
mandiri. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat
maka semakin rendah juga tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.
Begitupun sebaliknya semakin rendahnya yang diberikan oleh pemerintah pusat
maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tinggi.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak
dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang
dilakukan oleh Andriani dkk (2018) mengenai PAD dan Dana Perimbangan
terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Tasikmalaya tahun 2006-2015.
Hasil menunjukkan PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian
keuangan daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian Marizka (2013)
mengenai PAD, DBH. DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah pada Pemkab/pemkot di Provinsi Sumatera Barat. Hasil menunjukkan
bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
kemandirian keuangan daerah, DBH dan DAU tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan DAK berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada

Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011.



Dari beberapa penelitian terdahulu, diketahui hasil dari penelitian
sebelumnya masih berbeda-beda. Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, peneliti akan menambahkan variabel Lain-lain Pendapatan yang
Sah. Sehingga penelitian ini akan membahas tentang Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdapat 2 jenis yaitu Pendapatan Hibah dan
Dana Darurat. Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah
bisa bersumber dari Pemerintah Pusat, Luar negeri, instansi maupun dari
masyarakat. Sedangkan Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN
untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau
peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan
menggunakan sumber APBD.

Dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah, seharusnya daerah tidak
terfokus kepada dana transfer atau dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah
pusat. Daerah juga dapat mandiri dalam mengurus kegiatan pemerintahannya
termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan serta mengelola
potensi yang ada pada daerahnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan
pelayanan publik kepada masyarakat. Namun pemerintah daerah masih
mengharapkan dan mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam hal
pembiayaan daerah. Dengan kecilnya ketergantungan kepada pemerintah pusat
maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah terhadap Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi

Jambi”



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian
ini antara lain :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

3. Apakah Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh secara parsial
terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Jambi?

4. Apakah PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
berpengaruh secara Simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini
terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah
pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbanngan dan Lain-
Lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Jambi periode 2015-2018..

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan

adalah untuk menguji:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah
terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana Perimbangan terhadap
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Secara Parsial.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh lain-lain Pendapatan yang

Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah parsial.



4.

Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh secara silmultan PAD, Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun toritis

bagi pihak-pihak tertentu. Manfaat tersebut antara lain:
1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan tentang potensi yang
ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dalam mempertanggungjawabkan
kinerja keuangan daerah.

Sebagai bahan masuk kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam

mempertanggungjawabkan kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Penelitia ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah
wawasan penulis dan pembaca mengenai kemandirian keuangan daerah.
Dapat memberikan masukan kepada penulis lain yang akan melakukan

penelitian sejenis dimasa yang akan datang



